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PROVINSI ACEH
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TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

BUPATI ACEH JAYA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka (Memorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh
Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005,
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh
Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk
menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para
pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga
pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui
suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial dan penanganan fakir miskin secara
terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan
Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2013 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah
Kabupaten Aceh Jaya perlu mengatur penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosiail;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kesejahteraan
Sosial;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik






















































